PERTEMUAN I
DEFINISI, FUNGSI, DAN TUGAS PEMERINTAHAN

1.1    Definisi Pemerintahan Menurut Para Ahli
Kehidupan pada suatu negara memerlukan aturan dalam menjalankan kehidupannya. Aturan yang dibuat oleh negara kemudian diberikan kepada pihak yang berkompeten dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan aturan tersebut. Pihak yang memiliki keabsahan mengatur dan mengurus inilah yang kemudian disebut dengan pemerintah. 
Menurut Syafii secara etimologi pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang kemudian  mendapat imbuhan sebagai berikut:

a. Mendapat awalan “pe” menjadi kata ”pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara.

b. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut.
Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diartikan bahwa pemerintah merupakan organisasi yang mempunyai ketetapan hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya Selanjutnya Syafii dalam bukunya di Manajemen Pemerintahnya memberikan pengertian pemerintahan yaitu: Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.
Berdasarakan pengertian tersebut maka pemerintahan merupakan pelaksana kegiatan pemerintahan baik pusat maupun di daerah secara baik dan benar dalam menjalin hunbungan dengan rakyat. Sedangkan menurut Sumendar pemerintahan  yaitu: Badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti mempertahankan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, komunikasi, peran serta seluruh masyarakat dan legitimasi
Sedangkan menurut Pamuji, Secara etismologis kata pemerintahan berasal dari kata “pemerintah”, kata pemerintah sendiri berasal dari kata ”perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu pekerjaan. Namun tinjauan asal kata “pemerintahan” sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa inggris “Government” yang diterjemahkan sebagai “pemerintah” dan “pemerintahan”. Ada juga yang berpendapat bahwa “Government” tidak selalu memiliki makna pemerintahan, karena Samuel Edward Finer mengartikan kata Government sebagai Publik Servant yakni “pelayanan”. Sehingga Samuel Edward Finer menyimpulkan bahwa kata “Government” dapat memiliki arti:
1. Menunjuk pada kegiatan atau proses memerintah, yakni melakukan control atas pihak lain.

2. Menunjuk pada masalah-masalah negara dalam kegiatan atau proses yang dijumpai

3. Menunjukan cara, metoda atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah.

Menurut CF. Strong, Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu kementrian yang di beri tanggungjawab memelihara perdamaian dan keamanan negara.
Ajaran Tripraja, Pemerintah dalam arti sempit mencakup kekuasaan eksekutif saja. Pemerintah dlm arti sempit dipandang sebagai aktivitas memerintah yang dilkukan oleh pemerintah (eksekutif saja) dan jajarannya guna mencapai tujuan negara. Pemerintah dlm arti luas dipandang sebagai aktivitas pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, yudikatif dan eksekutif dalam mencapai tujuan Negara.
1.2   Fungsi Pemerintah
Adapun fungsi pemerintah menurut Prajudji adalah : 

1. Pengaturan 

Maka fungsi pengaturan adalah upaya dari pemerintah untuk mengatur masyarakat melalui peraturan atau kebijakan agar masyarakat lebih teratur. 

2. Pembinaan masyarakat 

Fungsi pembinaan masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan sumberdaya manusia melalui berbagai pelatihan-pelatihan keterampilan demi meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 

3. Kepolisian 

Fungsi kepolisian adalah sebagai pengatur tata tertib yang berlaku dimasyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelanggaran tata tertib yang berlaku dimasyarakat tersebut. Fungsi kepolisian juga sebagai penegak hukum dan keadilan.  

4. Peradilan

Fungsi peradilan adalah fungsi yang mengadili orang-orang dalam hal pelanggaran tata tertib yang berlaku dimasyarakat. Adapun fungsi lain dari peradilan ini adalah sebagai penegakan hukum dan supremasi hukum. Fungsi ini dikatakan berhasil apabila sudah melaksanakan fungsinya sebagai penegak keadilan.  
Fungsi pemerintah yang dikemukakan di atas lebih melihat pada pendekatan hukum mulai dari peraturan yang dibuat hingga sanksi yang akan diberikan jika peraturan tersebut dilanggar. Dalam hal ini fungsi pemerintah juga menekankan pembelaan terhadap golongan lemah.

Fungsi pemerintah sebagai pelayan publik dapat diukur keberhasilannya apabila mampu dijalankan secara optimal. Secara garis besar ukuran keberhasilan pelaksanaan fungsi pemerintahan menurut Rias Rasyid dapat dikelompokkan kedalam tiga hal, yaitu:

1. Pelayanan masyarakat (publik servise), yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat di segala bidang. Sedangkan tugas pemerintah dalam bidang pelayanan ini adalah menjamin keamanan, memelihara ketertiban, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada masyarakat, menyediakan sarana prasarana publik, meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat dan memelihara sumberdaya alam dan lingkungan.

2. Pemberdayaan masyarakat (society empowernent), yaitu upaya nyata yang mendorong kemandirian masyarakat disegala bidang.

3. Pengembangan (development), yang dimaksudkan untuk menciptakan kemakmuran, khususnya kemakmuran ekonomi. Kemakmuran ekonomi yang nyata dan merata yang dirasakan oleh seluruh masyarakat.
1.3    Tugas Pokok Pemerintahan
Pemikiran dasar dibentuknya pemerintahan → menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat melakukan aktifitas kehidupan secara wajar → berkembang sebagi pemberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Tugas Pokok Pemerintahan dalam bidang:

1. Keamanan

2. Ketertiban

3. Keadilan

4. Kesejahteraan sosial

5. Ekonomi

6. Pekerjaan Umum

7. Pemeliharaan  sumber daya alam dan lingkungan hidup.
1.4.   Karakteristik Organisasi Pemerintahan 


Karakteristik Organisasi Pemerintahan menurut Robbins adalah
1. Para pemimpin harus menyadari pentingnya komunikasi

2. Para pemimpin memadamkan tindaan dan ucapan

3. Komitmen pada komunikasi dua arah

4. Menekankan pada komunikasi tatap muka

5. Tannggung jawab bersama untuk komunikasi bawahan

6. Menangani berita buruk

7. Pesan dibentuk untuk audiens yang dimaksudkan

8. Perlakuan komunikasi sebagai suatu proses berkelanjutan
Faktor2 yg mempengaruhi efektifitas organisasi yaitu:

1. Karakteristik organisasi

2. Teknologi organisasi

3. Lingkungan pekerja

4. Kebijakan dan praktek manajemen.
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